
PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
 

SALINAN 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 
 

NOMOR 01 TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2010 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum serta strategi               

dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)     
Tahun Anggaran 2010 yang telah disetujui bersama antara Pemerintah 
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 16 
Nopember 2009 dipandang perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 

 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

  2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

  3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

  4.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 
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  5.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

  6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

  7.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

  8.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  9.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  10.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-undang 
Republik indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  11.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  12.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

  13.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1982 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3241); 

  14.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

  15.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
Ketiga kali dengan  dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 21  Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 
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  16.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4573); 

  17.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

  18.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503); 

  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 
tentang Pinjaman Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4574 ); 

  20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

  21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

  22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

  23.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

  24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

  26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah 
Kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

  28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor  82 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 
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  29.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741 ); 

  30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972 ); 

  31. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007, tentang Tunjangan 
Kependidikan Bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik; 

  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia 59 Tahun 2007; 

  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2010; 

  34.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008, tentang 
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas 
Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau; 

  35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2007 Nomor 02 Seri E); 

  36. Peraturan Daerah  Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang     
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2006–2010 (Lembaran Daerah Kota PasuruanTahun 2005 
Nomor 05 Seri E); 

  37.  Peraturan Daerah  Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2006 tentang     
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 200 Nomor 01 Seri E); 

  38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2006 tentang 
Investasi Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2008 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 10); 

  39.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang        
Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Pasuruan Nomor 01). 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN 
dan 

WALIKOTA PASURUAN 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.  
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Pasal  1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut: 

a. pendapatan daerah                                                                 Rp  336.097.762.337,98 

b. belanja daerah                Rp  409.107.923.470,33 (–) 

  surplus / (defisit)                                     (Rp    73.010.161.132,35)   

c. pembiayaan daerah:  

1.  penerimaan           Rp    79.350.161.132,35 

2.  pengeluaran          Rp      6.340.000.000,00 (–) 

  pembiayaan neto                                 Rp    73.010.161.132,35 

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan      Rp                           0,00  

  
Pasal 2 

 
(1)  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. pendapatan asli daerah sejumlah                          Rp    34.613.873.065,00 

b. dana perimbangan sejumlah                          Rp  274.256.630.127,00 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah                           Rp    27.227.259.145,98 

(2)  Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis             
pendapatan:                   

a. pajak daerah sejumlah  Rp      5.912.900.000,00 

b. retribusi daerah sejumlah  Rp    13.528.323.815,00 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah    Rp      4.007.011.940,00 

d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah                   Rp    11.165.637.310,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:                 

a.. dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak sejumlah              Rp     26.492.969.127,00 

b. dana alokasi umum sejumlah                                                       Rp   231.964.161.000,00 

c. dana alokasi khusus sejumlah                                                      Rp     15.799.500.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c                  
terdiri dari jenis pendapatan: 

a. hibah sejumlah                                                                   Rp                           0,00 

b. dana darurat sejumlah  Rp                           0,00 

c. dana bagi hasil pajak sejumlah Rp    18.834.119.469,98 

d. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp      3.191.850.000,00 

e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah 

      lainnya sejumlah                                                                           Rp      5.201.289.676,00 
 

Pasal 3 
 

(1)    Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. belanja tidak langsung sejumlah Rp  231.788.032.503,53 

b. belanja langsung sejumlah Rp  177.319.890.966,80 
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(2)    Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: 

a. belanja pegawai sejumlah Rp  164.891.657.423,53 

b. belanja bunga sejumlah  Rp                           0,00 

c. belanja subsidi sejumlah  Rp                           0,00 

d. belanja hibah sejumlah Rp    38.883.318.335,00 

e. belanja bantuan sosial sejumlah Rp    23.163.877.676,00 

f. belanja bagi hasil sejumlah Rp         138.235.089,00 

g. belanja bantuan keuangan sejumlah Rp      2.710.943.980,00 

h. belanja tidak terduga sejumlah Rp      2.000.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: 

a. belanja pegawai sejumlah  Rp    42.850.129.784,00 

b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp    61.317.731.340,00 

c. belanja modal sejumlah Rp    73.152.029.842,80 
 
 

Pasal 4 
 

(1)  Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. penerimaan sejumlah  Rp    79.350.161.132,35 

b. pengeluaran sejumlah  Rp      6.340.000.000,00 

(2)   Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan: 

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya  

      (silpa) sejumlah  Rp    78.366.173.054,35 

b. pencairan dana cadangan sejumlah Rp                           0,00 

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah  Rp                           0,00 

d. penerimaan pinjaman daerah yang sah sejumlah Rp                           0,00 

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp         983.988.078,00 

f. penerimaan piutang daerah sejumlah Rp                           0,00 

g. penerimaan kembali atas penyertaan modal/investasi  

      Pemerintah Daerah Rp                           0,00 

(3)  Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: 

a. pembentukan dana cadangan sejumlah  Rp                           0,00 

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp      6.250.000.000,00 

c. pembayaran pokok utang sejumlah Rp           90.000.000,00 

d. pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp                           0,00 
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Pasal 5 
 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah   sebagaimana     dimaksud       

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan             

dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. lampiran I ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

b. lampiran II ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan 
daerah dan organisasi; 

c. lampiran III rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

d. lampiran IV rekapitulasi belanja menurut  urusan pemerintahan daerah, organisasi,  program 
dan kegiatan; 

e. lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan  keuangan negara; 

f. lampiran VI daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

g. lampiran VII daftar piutang daerah;  

h. lampiran VIII daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

i. lampiran IX daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 

j. lampiran X daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; 

k. lampiran XI daftar kegiatan-kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

l. lampiran XII daftar dana cadangan daerah; dan 

m. lampiran XIII daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah 
 

Pasal 6 
 
Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan. 

  

 Ditetapkan di : P a s u r u a n 

 pada tanggal : 26 Januari 201030 
Januari 200816 Februari 2007 

 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

Ttd 

 

AMINUROKHMAN 
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Diundangkan di  : Pasuruan 
pada tanggal :  26 Januari 2010 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
                                Ttd 

 
Drs. H. SETIYONO, M.Si. 

Pembina Utama Madya 
NIP: 19550418 198003 1 012 

 

 
  

LEMBARAN  DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010, NOMOR 01 

 

 

Disalin 

Sesuai dengan aslinya, 
Kepala Bagian Hukum, 

 
Ttd, 

 
SUDIONO, SH. M.Hum 

Pembina Tk.I 
NIP. 19570216 198603 1 006 

 


